
 

 

 

 
 

 

 

PERATURAN  BUPATI  GRESIK 

NOMOR   26  TAHUN  2013 

 
TENTANG 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEEDUR  

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GRESIK, 

 
Menimbang :  a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja Satuan 

Polisi  Pamong Praja dapat berjalan baik, dengan harapan 

dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang 

lebih baik, perlu dilakukan percepatan sistem 

penyelenggaraan yang tepat, efektif, efisien dan terpadu 

di lingkungan perangkat daerah; 

  b. bahwa untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan 

tugas  Satuan Polisi  Pamong Praja agar berdaya dan 

berhasil guna, perlu adanya Standar Operasional 

Prosedur sebagai prosedur tetap pelaksanaan tugas;  

  c. bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar 

Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, 

disebutkan bahwa petunjuk teknis SOP Satpol PP 

kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota. 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b., dan huruf c., perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar 

Operasional Proseedur Satuan Polisi Pamong Praja 

 

 

BUPATI GRESIK 
 



Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah untuk keduakalinya terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010, Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Administrasi Pemerintahan; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 

tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 

tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi 

Pamong Praja; 

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Tetap 

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah Di 

Lingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 

2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6); 

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 

2) sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 



Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2013 Nomor 2); 

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Satuan 

Polisi Praja Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 7) 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah  Kabupaten  Gresik   Tahun 2009 Nomor 11); 

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah  

(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2) 

19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2008 tentang 

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Gresik sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 

2013;   

  

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA. 

 

   
BAB I 

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  

1.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gresik.  

2.  Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut 

dengan Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah 

dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban 

umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakan 

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Dan Keputusan 

Bupati. 



3.  Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai 

aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan 

di daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat  

4.  Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang 

selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi 

aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan 

kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakan 

peraturan daerah dalam rangka meningkatkan 

kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan 

hukum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati 

dan Keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketenteraman masyarakat. 

 

Pasal 2 

Maksud SOP  Satpol PP sebagai pedoman bagi Satpol PP 

dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan 

dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, 

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta dalam 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat.  

 

Pasal 3 

SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman 

pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya.  

 

BAB II 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

Pasal 4 

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional 

sesuai dengan SOP Satpol PP 

 

Pasal 5 

Prinsip dasar SOP :  

a. Humanis; 

b. Tegas; 

c. Tidak arogan ; 

d. Tidak melanggar Undang-undang; dan 

e. Kontinuitas 



Pasal 6  

(1) SOP Satpol PP meliputi :  

a. SOP Administrasi, meliputi : 

1. Administrasi surat menyurat; 

2. Administrasi absensi; dan  

3. Administrasi pelaporan.  

b. SOP Ketertiban dan Ketentraman Daerah, meliputi :  

1. Patroli rutin;  

2. Penertiban PKL; 

3. Penertiban Gelandangan dan Pengemis; 

4. Penertiban Izin Mendirikan Bangunan;  

5. Penertiban Perbuatan Cabul dan Pelacuran;  

6. Penertiban Minuman Keras; 

7. Penertiban Reklame;  

8. Penertiban Pertambangan ; dan  

9. Penertiban Izin Usaha. 

c. SOP Penegakan Perda, terdiri dari : 

1. Pemanggilan;  

2. Pembinaan;  

3. Penindakan  Non Yustisial; 

4. Penindakan Yustisial; 

5. Penyelidikan;  

6. Penyidikan; dan  

7. Sidang Tipiring. 

d. SOP Pengamanan (PAM), terdiri dari : 

1. Pengamanan Kegiatan Pemerintahan; 

2. Pengamanan Kegiatan Kemasyarakatan; dan 

3. Pengawalan tamu / pejabat pemerintahan.  

e. SOP Pembinaan Personil / Kesamaptaan, meliputi : 

1. Apel kedatangan / pulang; 

2. Pembinaan personil; dan  

3. Kesamaptaan. 

(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 

dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan  bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 

 



BAB III  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

  

Ditetapkan di Gresik 

Pada tanggal  14 Agustus 2013 

BUPATI GRESIK 
 

Ttd. 

 

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si. 

 

Diundangkan di Gresik 

Pada tanggal 14 Agustus 2013                     

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

                 G R E S I K 

                       Ttd.  

 
         Ir. MOCH. NADJIB,MM 

         Pembina Utama Madya 

    NIP 19551017 198303 1 005 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 1182 

 


